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(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9d Tambahan
Lembann Negara Nomor 2687);
Undang-undang Nomor 22Tahun 2003 tenbng Susunan
dan Kedudukan Majelis Permuspwaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerahdan Dewan
Ferwakilan Ratq/at Daenh (Lembann NeganTahun 2003
Nomor 93, Iambahan Lem ba ran Nega ra Nomor 43 l0);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembann Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negar:a Nornor 21437)

sebagnimana tehh diubah dengan Undargr.undang Nonror
8 Tahun 2005 tentang Fenetapan Penturan pemerintah
PengganU Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Ferubahan Undang-undarg Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang--undang
(Lembann Negara Tahun 2@5 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Nomorul4l6);
sebagaimana telah diubah beberapa kaU dan terakhir
dengan
peraturan P6merintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tam bahan Lembaran
Negara Nomor a659);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);
Peraturan Daerah Provinsi SulawesiTenggara Nomor I
lbhun 2005 tentang Kedudukan Protokolerdan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggan, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 4Tahun 2005.

Menimbang

Mengingat

: a. Perubahan Kedua Atas Penturan Pemerinah Nomor 24
Tahun 20O4 tentang Kedudukan Protololer dan Keuangan
Pimpinan dan Anggob Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqfat Daerah Provinsi
Sutawesi Tenggara perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a
diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang perubahan Kedm Atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Feriggara Nomor I Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggan;

1. Undang-undang Nonrcr l3lbhun l962Entang Fenetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-u ndang Nornor
2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
SulawesiTengah dan Daerah Tingkat I SulawesiTenggaftt
denga n mengubah Undang-undang Nornor 47 Tahun 1960
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selahn-Tenggara

5.

6.
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: PERATURAN DAEMHTENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PEMTURAT{ DAERAH PROWNSI SUI.AWESI
IEIGGAR'\l()i|oRlTA}IU{ 2OO5IEilTAilGXEXDUKAil
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DEWAN PERWAKILAT{ RAIOAT DAERAH PROCINSI
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BeberaDa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi SulawesiTenggara Nomor 1

Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Peruakilan Rakyat Daerah Pro/insi SulawesiTenggan, diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 19 dan angka 20 Pasal l disisipl(an 2 (dua) angka yakniangka
19 a dan angka 19 b, sehingEa b€rbunyi sebagai berikut:
19 a Tunjangan Komunlkasi Intensifadalah tunjangan berupa uang yang

diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam
rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat didaerah pemilihannya,

19 b Dana operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD

setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan
dengan representase, pelayanan kedudukan dan kebutuhan lain guna

melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-
hari.

2. Ketentuan Pasal I angka 20 diubah, sehingga berbunyisebagai berikut:
20 Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa

pemberian jaminan pemeflharaan kesehatan, pakaian dinas kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan
DPRD dan perlerEkapanrrya, kendaman dinasFbatan Pimpinan DPRD,

serta rumah dinas bagiAnggota DPRD dan perlengkapannya.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

9.
h.
t
i
J.

Pasal 10

Penghasilan Piritpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
a. Uang Representasi;
b. Tunjangan Keluarga;
c. Tunjangan Bems;
d. Uang Paket;

Tunjangan Jabatan;
FunjarEan Panitia Musyawarah;
Tunjangan Komisi;
Tunjangan Panitia Anggaran;
Tunjangan Badan Kehormatan;
Tunjangan Nat lclengkapan tainnra.

Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10 A yang
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A

(1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 10, kepada
Pimpinan dan Arggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan
Komunikasi Intensif.

(2) Selain penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan
DPRD diberikan Dana Operasional.

Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyl:

Pasal 11

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Reprqsentasi.
(2) Uang Representasi sebagaimana dimakud pada ayat (1) ditetapkan

sebagai berikut:
a. Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Gubernur setap bulan.
b. Wakil Ketua DPRD sebesar 80 o/o (delapan puluh persen) dan Uang

Represenbsi Ketua DPRD setiap bulan.
c. Anggota DPRD sebesar 75 o/o (tujuh puluh lima persen) dan Uang

Representasi Ketua DPRD setiap bulan.

Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11 A yang
berbunyi sebagal berikut:

4.
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Pasal 11 A

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga danTunjangan

Beras.
(2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) besamya sama dengan ketentuan yang berlaku pada PNS.

7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 14 A'

Pasal 14 B, Pasal 14 Cdan Pasal 14 D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat

(1) dibenikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan 3 (tiga) kali

Uang Representasi Ketua DPRD yang tentunya disesuaikan dengan kondisidan

kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14 B

(1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasat 10 A ayat (2)

diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan 6 (enam) kali Uang Representasi

yang bersangkutan.
(2) Dana Operasionat yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD 4 (empat)

kali Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 14 C

(1) Penetapan besamya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional

Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud datam Pasal 14 A dan Pasat 14 B

mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan azas manfaat dan

efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran petaksanaan tugas.
(3) Besarn)ra Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan

Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasat 14 A dan

Dana Operasiona- Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 B ditetapkan dengan Keputusan Gubernur'

Pasal 14 D

Tunjangan lGmunikasi Intensif dan Dana Operasionatsebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 A dan Pasal 14 B dibafdrkan terhitung mulaiTanggal I Januari
2ffi6.

Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasat 16 berbunyisebagal berikut:

Pasal 16

(1) Pajak Penghasilan Pasal 2l Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
(2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang
bersangkutan s€suai dengan ketentuan Peraturdn Perundang-undangan,

(4) Seketaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuaidengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu ran
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara
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Ditetapkan diKendari
Pada tanggal 20 - 12 - 2006

PIt GUBERI{URSULAU'ESI TENGGARA

cap/ttd

H.YUSRANASILONDAE

PEN'EI.ASANATAS
PEMTURAN DAEM}I PROVINSI $'IAUIESI TENGGARA

NOMOR :6TAHUN2dI6
IBITAlre

PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN DAERAH T{OMOR I TA}IUN 2OO5
TENTAI{G KEDI'DUIGI{ PROTOKOI.ER DA KEUAI{GAN PIMPITW{ DAI{

ANGGOTA DEWAN PERWAICLAN RAIffAT DAERAH
PROVII{SI SUI.AUI'ESI TE{GGARA

L ttilil

Perubahan Kedua atas Feraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Peruvakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada hakekatnya
dirnaladlon unfu k merryesmikan dengBn Penfu ran Femeriritah l,lornor 37 Tahun
2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentarq Kedudukan Protokolerdan Kemngan Pimpinan dan Anggffi Deuan
Perwakilan Rakyat Daerah, jtga sekaligus untuk lebih menjamin adanya kepastlan
dan ketertiban hukum. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkahn
kinerja DPRD.

Dalam rangka mendorong peningkahn kinerja DPRD tersebut, maka setain
penerimaan penghasilan yang selama miditerima oleh pimpinan dan Anggota
DPRD, Peraturan Daerah mijuga mengatur pemberian tunjangan komunikasi
intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring
aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional
seiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD
yang besarnya disesualkan dengan beban tugas dan kemampuan Keuangan
Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

CukupJelas

Angka 2
Pasall CukupJelas
Angka 3
Pasall0 CukupJelas

Diundangkan di Kendari
Pada targgalz0-12- 2006

SEKRETARIS DAERA}I PR(RIXI{SI
SUI.AWESITENGGARA

cap/ tU

H. ZAINALABIDIN

I.EIIBARAN DAERAH PROVINSI SULAU'ESI TENGGAR'I
TAllUt{ 2006ltlOMOR6

Angka 1

Pasal 1
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Angka 4
Pasal 10A Cukupjelas

Anoka 5
Paial tr Cukupjelas

Angka 6
Pasal 11 A CukupJelas

Anglc 7
Pasal 14 A Cukup jelas
Pasal 14 B Grkup jelas

Pasal 14 C Ayat (1) Mempertimbangkan beban tugas antara lain dikaitkan
dengan jumlah pendudulq luas wilayah, jumlah Kab/Kota
di Provinsi dan tingkat kesulitan jangkauan p€layanan
kemampuan Keuangan Daerah antara lain dikaitkan
derEan ketersediaan keuangan daerah setelah seluruh
Perdapatan Daerah dianggarkan untuk mendanai urusan
wajib yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah dan
kewajiban-kewajiban lainnya yang mengikat sesuai deng
an ketentuan Peraturan Perundang-undangan s€perti
pernba),aran ckihn dan pokok utang pinjaman daenh dary'
atau petunasan kewajiban Pemerintah Daerah kepada
pihak keUga.yang berlaku

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 14 D Cukup jelas
Angka 8
Pasal 16 Ckup jelas
Angka 9
Pasal 23 Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah

dibebankan dahm APBD dan diberikan kepada ahliwaris pada
saat Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia.

Angka 10
Pasal 26 Ayat (1) Yang dimakud derigan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program dan

Ayat (2)
Ayat (3)

Ayat (4)
Pasal II

Kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk
melalsanakannya.

Cukupjelas'
Yang dimaksud dengan uralan kedalam jenis belanja adalah
sebagal berkut:

a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja
gajidan tuniangEn PNS Sekretariat DPRD sesuaiderEan
panglo(golongn da jabatan serta penghasilan hinnya
yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan

b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk pembelian/
pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama
12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup
barang pakai habis bahan! material, jasa kantor,
pembayaran premi asuransi kesehatan dan general
chek-up, makanan dan minuman, pakaian dinas dan
atributnya serta perjalaan dinas
Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan
Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka
melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga
Pen rakilan Rakyat Daenh balkdiialam daerah naupun
ke luar daerah yang besamya disesuaikan dengan
standar perjalanan dinas Pegawal Negeri SipilTingkat
A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

c. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dihkukan
dalam rangka pembelian/ pengadaa n atau
pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang
kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai
masa manFaat lebih dan 12 (dua belas) buhn, seperti;
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
asset tetap lainnya

Cukupjelas
Cukupjelas
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